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ABSTRAK

Pemerintah memiliki kewajiban dalam membangun sarana
infrastruktur publik untuk dapat mendukung pertumbuhan kegiatan
perekonomian suatu negara agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya, pemerintah mengalami kendala pada masalah pendanaan
vang terbatas, disisi lain pihak swasta memiliki modal yang besar, maka
Public-Private Partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah dengan
pihak swasta yang memiliki modal besar adalah solusi yang dapat
dipertimbangkan untuk mengatasi masalah pendanaan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa model kerjasama
bisnis yang dilakukan pada pembangunan suatu infrastruktur dan
mempelajari sejauh mana pembagian peran yang terjadi pada model
temitraan tersebut. Penelitian dilakukan pada Hotel The Hiils Bukittinggi
zne menunzkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Sumatera Barat
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Infrastruktur adalah prasarana publik paling primer dalam
mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan
infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas
kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan
sesuatu vang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Tapi
membangun infrastuktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sudah bukan lagi tugas yang barus dipikul oleh pemerintah semata,
namun terbuka juga bagi sektor swasta untuk ikut berperan serta.

Karena ketika program pembangunan diluncurkan muncul
persoalan dalam masalah pendanaan karena kemampuan keuangan
negara yang terbatas, sedangkan volume pembangunan yang menjadi
program prioritas lebih besar dibanding kemampuan pendanaan. Pada
posisi seperti ini, tak ada jalan lain kecuali harus ikut menyertakan
masyarakat  bersama-sama  membiayai pembangunan  untuk
meningkaikan kesejahteraan bersama, terutama kegiatan pembangunan
dibidang infrastruktur. Antara lain pembangunan jalan tol, sarana
kegiatan ekonomi, pengelolaan bidang air bersih, energi dan lain-lain.

Dalam mengatasi dilema inilah kemitraan antara pemerintah
dengan sektor swasta atau lebih dikenal dengan istilah Public-Private
Parmership menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh



pemerintah, yaitu dengan mengandeng pihak swasta yang memiliki
modal untuk membangun berbagai sektor sarana dan prasé:*.ma publik.

Pola Public-Private Partnership itu sendiri merupakan suatu
struktur dan mekanisme yang dirancang sebagai sebuah model
ketjasama yang memiliki kedudukan sinergis, dimana sektor publik
(pemerintah) memberikan peran kepada sektor privat (swasta) yang
dinilai jauh lebih profesional dalam pengelolaan suatu urusan atau aset
tertentu, namun kepentingan pemilik aset (pemerintah) dan pihak swasta
mendapat proporsi seimbang sesuai dengan kesepakatan.

Bentuk kerjasamanya adalah perjanjianlkonmik antara sektor
publik (pemerintah) dengan pihak swasta (private) dalam penyediaan
pelayanan infrastruktur publik atau pelayanan dasar lainnya. Partisipasi
pihak swasta dapat berupa investasi langsung, pembangunan/
pengembangan konstruksi atau manajemen operasional vyang diatur
dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Dan tantangan terbesar dalam proses menjalin kemitraan ini
adalah mencari model bisnis yang disepakati oleh kedua belah pihak,
penentuan model bisnis yang dimaksud tidak mudah, karena harus
bersifat “win win solution” bagi kedua belah pihak yang bekerjasama.
Bagi pemerintah misalnya, kerjasama akan mendatangkan manfaat
apabila pemerintah dapat terbantu dalam hal meningkatkan pelayanan
publik, memperbaiki kualitas good governance, mengoptimalisasi
pengelolaan aset atau sumber daya yang yang terbatas, dan terutame
dapat meningkatkan pendapatan. Sememtara bagi pihak swast:
misalnya, sebuah kerjasama akan dianggap bermanfaat jika yan:
bersangkutan tidak hanya berhasil meningkatkan profitnya, tetar



memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan
jasanya, memperluas jaringan calon pelanggan, menciptakan hubungan
yang baik dengan stakeholdernya, dan lain sebagainya.

Untuk mempelajari penerapun pola PPP tersebut, metarik untuk
dilakukan analisa terhadap model kerjasama bisnis yang dilakukan
terhadap pembangunan infrastuktur yang memakai pola Public-Private
Parinership, dan untuk memudahkan dalam mempelajarinya, Hotel The
Hills Bukittinggi dipilih sebagai bahan studi kasus.

1-2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1.  Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah

i Mengidentifikasi pembagian peranan kedua belah pihak
(Pemerintah — Swasta) dalam pembangunan infrastruktur yang
menerapkan pola PPP didalamnya.

2. Mengidentifikasi pembagian resiko kedua belah pihak
(Pemerintah — Swasta) dalam pembangunan infrastruktur yang
menerapkan pola PPP didalamnya.

3. Mengidentifikasi model kerjasama bisnis yang digunakan dalam
penerapan pola PPP pada proyek konstruksi.

1.2.2. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pertimbangan dan informasi agar lebih sering menggunakan bentuk
kemitraan pemerintah dengan swasta (PPP) untuk mempercepat
pembangunan sarana dan prasarana publik yang terhambat oleh masalah
«urangnya modal/dana yang dimiliki oleh pemerintah.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang ada pada analisa dan

pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

Alasan utama penggunaan pola kerjasama pemerintah
dan swasta ini adalah sebagai cara alternatif untuk
menekan biaya investasi agar tidak terlalu besar dan
karena adanya kepastian dalam investasi yang dilakukan
akan menghasilkan keuntungan juga karena sudah ada
Track Record yang baik dimiliki oleh pihak swasta
dalam bekerjasama dengan pemerintah pada kerjasama

sebelumnya

Pola tipe PPP (Public-Private Partnership) yang
digunakan pada studi kasus yang ditinjau adalah BOT
(Build-Operate-Transfer), ~ yaitu  dimana  pihak
pengembang swasta memperoleh hak franchise secara
ekslusif untuk membiayai, membangurn,
mengoperasikan,  memelihara,  mengelola,  dan
mengumpulkan biaya pungutan selama periode tertentu
untuk mengembalikan investasi. Di akhir hak franchise,

kepemilikan dialihkan kembali pada pemerintah.
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